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A. Latar Belakang Permasalahan  

Kesehatan ialah suatu keadaan fisik serta rohani yang selalu diharapkan 

oleh setiap orang dalam menjalani kehidupannya. Setiap orang selalu berusaha 

untuk menjaga dan memperbaiki kesehatan supaya dapat menjalani aktivitas 

kehidupan dengan baik. UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 28H 

Angka_1_bahwa dinyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. UU No.36 Tahun 2009 

tentąng Kesehątan pada Pąsal 1 (selanjutnya UU Kesehątan) menyatakan 

“kesehątan merupakan keądaan sehąt, baik fìsik, rohani, spritual dan sosial yang 

memungkìnkan setìap orang untuk hìdup produktif secara sosial dan 

ekonomis”.1 

Dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan 

yang mengkibatkan berkembangnya aturan serta peranan hukum guna 

mendorong naiknya kualitas layanan kesehatan, alasan inilah yang  merupakan 

faktor pendukung terhadap peningkatan yankes yang berorientasi kepada 

perlindungan, dan kepastian hukum.2 

UU Kesehatan BAB VI tentang Upaya Kesehatan mengatur mengenai 

Usaha untuk menjaga kesehatan masyarakat adalah perihal paling penting serta 

perlu diperhatikan dan penanganan secara khusus, untuk menjamin 

 
1Purnomo,2007,Dokter,Pasien,dan Hukum,Balai Penerbit FKUI,Jakarta hlm.21 
2 Ibid 
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terlaksananya upaya kesehatan masyarakat. Dalam undang-undang kesehatan 

tersebut juga telah dijelaskan bahwa diselenggarakannya upaya kesehatan 

dalam berupa pendekatan promotif dan preventif, kuratif serta rehabilatif yang 

pelaksanaannya dilakukan lebih menyeluruh, terpadu dan terus menerus. 

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh pemerintah atau pihak swasta 

kepada masyarakat ditujukan untuk menjaga dan mengupayakan agar dapat 

mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia kedepan agar menjadi lebih maju 

kedepannya. Maka dari itu sangat diharapkan penerus bangsa saat ini harus 

memberikan sumbangan pikiran dan ilmu dalam kesehatan, dengan cara 

meningkatkan serta memperbaiki tingkat kesehatan yang dapat menciptakan 

anak-anak yang tumbuh serta berkembang  agar menjadi pewaris/penerus 

bangsa yang sehat jasmani serta rohani, cerdas, berakhlak, beriman dan 

berkompeten serta berkualitas dimasa depan. 

Ombudsman Republik Indonesia (seterusnya disebut dengan 

Ombudsman RI) merupakan sebuah lembaga milik negara yang berkewenangan 

dalam memantau pelaksanaan Public Services  yang  dilaksanakan oleh negara 

serta pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, serta 

BHMN dan Badan Swasta lainnya atau individu bertugas melaksanakan 

layanan  publik  tertentu  yang  dananya  sebagian atau seluruhnya didanai dari  

Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Belanja Pendapatan 

Belanja Daerah., seperti yang diamanatkan UU No.37 Thn 2008 dalam Pasal 1 

Angka 1 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang seterusnya kita sebut 

UU Ombudsman RI.3 Dengan diterbitkan dan ditetapkan UU Nomer 25 Tahun 

 
3 https://indonesia.go.id/layanan/ kependudukan/ekonomi/pengaduan-ombudsman-ri, 

diakses  pada 18 September 2019 pukul 15.41WIB 
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2009 Pasal 1 Angka 13 tentang Pelayanan Publik maka dapat disampaikan 

bahwa Fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI semakin luas dengan  

pernyataan bahwa Ombusman adalah suatu Badan/lembaga milik negara 

berwenang dalam memantau pelaksanaan pelayanan publik, yang didanai 

APBN dan APBD  baik sebagian dana atau seluruh dananya, yang 

pelaksanaannya dilaksanakan oleh negara serta pemerintahan meliputi badan-

badan usaha baik milik negara maupun daerah, serta badan-badan hukum milik 

negara maupun swasta, serta individu yang bertugas menjalankan pelayanan 

publik tertentu dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah pada Pasal 351 Angka 4 disebutkan bahwa tindaklanjut dari 

pengaduan/laporan masyarakat seperti pada Angka 1, dan pada Angka 5  bahwa 

rekomendasi dari Ombudsman harus dilaksanakan Kepala daerah, sebagaimana 

yang disampaikan bahwa Kepala daerah yang tidak melakukan rekomendasi 

dari Ombudsman RI seperti yang disebutkan pada angka 4 maka akan diberikan 

sanksi pembinaan khusus pendalaman ilmu kepemerintahan yang dilakukan 

Kementerian yang pelaksanaan tugas serta wewenang dilakukan oleh pejabat 

yang ditunjuk yang telah beberapa kali dilakukan perubahan-perubahan hingga 

perubahan terakhir yaitu UU No.9 Tahun 2015.4 

UU Ombudsman RI pada Pasal 3 menjelaskan bahwa dalam 

mendidikasikan tugas dan wewenangnya berazaskan kepada kepatuhan, 

keadilan, tidak diskriminasi, keseimbangan, akuntabilitas, tidak memihak, 

transparan dan menjaga kerahasiaan. 

 
4 Ombudsman RI, 2018, Laporan Triwulan I, Jakarta, hlm. 1 
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Pelayanan publik yang diawasi oleh Ombudsman RI salah satunya adalah 

pelayanan publik dalam bidang kesehatan. Ombudsman RI yang berpusat di 

Ibukota Republik Indonesia tentunya juga memiliki perwakilan-perwakilan di 

setiap propinsi untuk mengawasi secara langsung pelayanan publik di seluruh 

Indonesia dalam hal ini salah satunya adalah pelayanan kesehatan. 

Setiap pelayanan publik yang diatur sesuai dengan ketentuan undang-

undang diatas wajib mendapat pengawasan dari Ombudsman dalam melayani 

seluruh rakyat indonesia tanpa terkecuali. Setiap warga negara republik 

indonesia berhak memberikan laporan kecurangan yang dialaminya kepada 

Ombudsman tanpa dipungut biaya dan imbalan dalam bentuk apapun. Dengan 

kata lain ombudsman dalam menerima pengaduan dari mayarakat tidak 

meminta imbalan dari tindak lanjut yang diberikan. 

Peraturan Ombusman RI No. 26 Tahun 2017 Pasal 13 Angka  5 tentang 

tatacara pelaksanaan penerimaan, pemeriksaan serta penyelesaian laporan 

menyatakan bahwa tindak lanjut adalah perwujudan dari tindakan yang akan 

dilaksanakan oleh Ombudsman yang mencakupi; permintaan data, permintaan 

klarifikasi, pemangilan, pemeriksaan lapangan, konsiliasi atau menghentikan 

pemeriksaan. Setiap laporan terhadap pelayanan publik yang akan di tindak 

lanjuti Ombudsman akan mengikuti peraturan tersebut. 

Ombudsman sebagai wadah penangangan terhadap pengaduan layanan 

publik adalah sebagai pelindung bagi masyarakat agar tidak dicurangi atau 

dilalaikan dalam pelayanan publik. Karena untuk mendapatkan pelayanan 

publik adalah hak warga Indonesia. Secara tidak langsung Ombudsman bisa 

melindungi masyarakat dari timbulnya tindak pidana karena dengan adanya 
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wadah pengaduan layanan publik ini, masyarakat tidak perlu bertindak anarkis 

dan main hakim sendiri terhadap kekecewaan mereka terhadap layanan publik 

akan tetapi bisa melaporkan kepada Ombudsman perwakilan daerah mereka 

masing-masing. 

Pelayanan kesehatan adalah merupakan bagian dari pelayanan publik 

yang belum ada badan khusus kesehatan yang mengawasinya, dan oleh sebab 

itu maka menjadi wewenang dan tanggung jawab Ombudsman RI untuk 

megawasinya karena pelayanan kesehatan termasuk kedalam bagian dari 

pelayanan publik di negara Republik Indonesia. 

Ombudsman RI pada tahun 2018 dalam penerimaan laporan/pengaduan 

masyarakat berdasarkan data SIMPel dan Tim PVL atas dasar dari dugaan 

maladministrasi dalam pelaksanaan layanan publik didapatkan data sebanyak 

2.130 laporan. Ombudsman RI melakukan tindak lanjut tembusan surat 

pengaduan sebanyak 260. Berdasarkan kuantitas laporan yang diterima 

tersebut, didapatkan 493 ditolak dengan berbagai alasan yang terdapat didalam 

peraturan perundangan, dan sebanyak 448 laporan telah dilakukan tindak lanjut 

serta diselesaikan sedangkan selebihnya masih dalam proses penyelesaian atau 

belum tuntas sesuai waktunya.5 

Bentuk pengaduan layanan kesehatan yang masuk ke Ombudsman RI 

seperti pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional masih dikeluhkan oleh 

masyarakat, keluhan masyarakat tersebut disebabkan dengan belum 

memadainya infrastruktur kesehatan, pengawasan yang lemah, terusnya 

terjadinya perubahan regulasi BPJS Kesehatan dan edukasi serta sosialisasi 

 
5Ibid, hlm. 2 
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kepada warga masyarakat yang kurang atau minim. Sehubungan dengan 

kecilnya jumlah pelaksanaan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional, Harian 

Kompas edisi Rabu (14/11/2018) menyebutkan dua perihal yaitu 

pensosialisasian tentang teknik pendaftaran peserta BPJS tidak maksimal dan 

pelaksanaan sosialisasi terhadap peserta, calon peserta serta fasilitas kesehatan 

masih sangat kecil.6 

Tiga instansi yang sering dilaporkan atau bisa disebut sebagai 

penyumbang terbanyak atas komplain pelayanan kesehatan ke Ombudsman RI 

yaitu BPJS Kesehatan, rumah sakit dan puskesmas. Walaupun jumlah laporan 

yang masuk terhadap ketiga institusi ini sedikit, akan tetapi jenis  laporan warga 

yang masuk cukup beraneka ragam. Yaitu antara lain  antrian pada tempat 

pendaftaran pasien sangat panjang sehingga memperlama waktu tunggu 

pendaftaran pasien yang mengakibatkan kegiatan pelayanan poli terlambat dan 

menimbulkan akibat terhadap pemeriksaan pada unit penunjang. Pasien tidak 

bisa menyelesaikan semua segmen pemeriksaan kesehatan yang diperlukannya. 

Selanjutnya terbatasnya tenaga  spesialis dari dokter, sehingga berdampak 

kepada terbatasnya waktu untuk pelayanan serta pendaftaran jumlah pasien 

yang harus dibatasi. Jika tetap dipaksakan untuk tidak membatasi hal tersebut, 

maka bisa menyebabkan dokter mengalami kelelahan yang akan mempengaruhi 

akurasi diagnosa. Kemudian ketersediaan obat pada bagian farmasi rumah sakit 

 
6 Ombudsman RI 2018, Pelayanan Informasi dan Komplain Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN), 14 November 2018, https://ombusman.go.id/artikel/r/artikelpelayananinformasidan 

komplain-jaminankesehatannasionaljkn?fb_comment_id=2617300584950138_261736346827718 
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akan cepat habis sehingga pasien BPJS terpaksa harus membeli obat dari luar 

apotik rumah sakit.7 

Beberapa kasus lainnya yang terjadi di Sumatera Barat yang di tangani 

oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat antara lain adalah kasus bayi 

kembar prematur yang tidak bisa diklaim oleh BPJS Padang, Ombudsman 

Sumatera Barat menjalankan konsiliasi dengan, Rumah Sakit Semen Padang, 

BPJS Kes Padang, BPRS Sumatera Barat serta masiarakat terhadap 

penyelesaian kasus tersebut. Mediasi merupakan salah satu upaya Ombudsman 

RI Perwakilan Sumatera Barat dalam melakukan tindak lanjut terhadap 

penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat. Perihal tersebut tercantum 

didalam Pasal 8 huruf e UU Ombudsman RI. Tim Pemeriksa terhadap kasus ini 

menemukan pelanggaran atau maladministrasi dan perbuatan melalaikan 

hukum terhadap dilaksanakannya aturan oleh para terlapor dalam memberikan 

informasi layanan peserta JKN oleh BPJS Padang.8 

Kemudian pada kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh bidan 

terhadap korban dengan nama Nurlen Afriani warga Jorong Sungai Aro, Nagari 

Pekan Rebaa, Kec. Koto Parik Gadang, Kab. Solok Selatan yang di proses oleh 

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Asisten Ombudsman RI 

Perwakilan Sumatera Barat, Bapak Adel Wahidi di Padang, Senin, 

diwawancarai oleh wartawan Antara mengatakan korban didampingi suaminya 

untuk melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat pada tanggal      

 
7 Pos Kupang 2018, Jenis  Keluhan   Pasien   Melalui    Ombudsman   NTT, 20 April 2018, 

https://kupang.tribunnews.com/2018/04/20/11jeniskeluhanpasienmelalui-ombudsman-ntt 
8 Langgam 2019,Ombudsman    berunding permasalahan     Bayi     Kembar tidak     

ditanggung, 31 Agustus 2019,https://langgam.id/ombudsman-mediasi-bayi-tak-ditanggung-bpjs/ 
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19  April  2015   dan sekarang kasus tersebut masih dalam proses investigasi 

oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat.9 

Selanjutnya pada Kasus karyawan BPJS yang mengakibatkan keluarga 

pasien yang disepelekan, tidak dilayani dan di olok-olok sehingga Ombudsman 

RI Sumbar segera mengambil tindakan meminta kepala BPJS  Kab.Pessel agar 

mempedomani dan patuh terhadap kode etik kepegawaian sebagai pelanan 

publik. Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Bapak Adel Wahidi 

kecewa terhadap perilaku petugas BPJS di Kab. Pessel tersebut yang tidak 

mempedulikan kesopanan serta ramah tamah, tatakrama terhadap pelaksanaan 

public service (Pelayanan Kesehatan).10 

Menurut Adel Wahidi menyampaikan bahwa Pimpinan BPJS harus 

memperhatikan etika dan tatakrama pegawainya terhadap masyarakat, agar 

dalam melayani masyarakat harus dengan sopan, santun, ramah, berbudi luhur 

dan tidak meremehkan penerima layanan yang sesuai dengan diatur di dalam 

UU No. 25 Tahun 2009 tentang layanan publik yang selanjutnya disebut UU 

tentang Layanan Publik Pasal 34. Pihak BPJS diharapkan harus segera 

melakukan tindak lanjut terhadap kejadian yang telah menodai BPJS tersebut. 

Sebagai salah satu Bada Usaha Milik Negara di Indonesia, BPJS harus 

mempunyai standar dan kode etik yang harus dipatuhi oleh pegawai. 

Sehubungan dengan adanya laporan terjadinya dugaan penyimpangan 

pelayanan publik di BPJS Pesisir Selatan, Adel menyampaikan dengan tegas 

bahwa perilaku dan kata-kata yang tidak menyenangkan dapat digolongkan 

 
9Antara 2019, ombudsman sumbar proses kasus dugaan malpraktik bidan, 9 November 2015, 

https://sumbar.antaranews.com/berita/162466/ombudsman-sumbar-proses-kasus-dugaan-

malpraktik-bidan 
10 ibid 
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pada perbuatan maladministrasi dan bertentangan dengan aturan-aturan yang 

telah ada tentang pelayanan publik. Ombudsman RI berharap, mekanisme 

internal agar dapat berjalan di BPJS Pesisir Selatan lebih maksimal guna tindak 

lanjut dugaan tersebut. Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat bisa saja 

melaksanakan Inisiatif investigasi, sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 7 UU 

Ombudsman RI serta Pasal 34 UU tentang layanan publik, harus mengatur dan 

menerapkan perilaku sebagai pelaksana pelayanan publik, yang salah satunya 

harus sopan dansantun serta ramah tamah.11 

Namun tidak semua masyarakat mengetahui bahwa pengaduan layanan 

kesehatan bisa dilakukan di Ombudsman dan bagaimana tatacara penyelesaian 

pengaduan masyarakat yang terkait dengan layanan kesehatan  ini. Dalam 

menangani laporan atau pengaduan masyarakat tentunya ada halangan dan 

hambatan yang di temui oleh lembaga mandiri ini, sehingga pengaduan 

masyarakat terkait pelayanan publik yang dalam hal ini pelayanan kesehatan 

terlambat untuk ditindak lanjuti dan bahkan tidak bisa untuk diproses 

penanganan nya oleh Ombudsman RI. 

Mengingat dalam hal pelayanan kesehatan terlihat rendahnya kualitas 

serta dengan banyaknya persoalan yang menyebabkan terjadinya kepuasan 

yang tidak didapatkan atas pelayanan kesehatan di lingkungan masyarakat luas. 

Pelayanan kesehatan yang bermutu hanya bisa diselenggarakan dengan aparat 

pelaksana negara dan pemerntah yang bermutu serta pelaksanaan azas 

pemerintah umum dalam pelayanan publik yang baik. 

 
11 Klik Positif 2019, Ombudsman   Sumbar   Kecewa   atas     Prilaku   Karyawan  BPJS 

Kesehatan Pessel, 10 Mai 2018, http://news.klikpositif.com/baca/31723/ombudsman-sumbar-

kecewa-atas-prilaku-karyawan-bpjs-kesehatan-pessel?page=1 
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Penelitian ini akan membahas tentang tindak lanjut Ombudsman terkait 

pengaduan layanan kesehatan, tatacara penyelesaian pengaduan layanan 

kesehatan serta kendala dan hambatan dalam penyelesaian pengaduan 

masyarakat yang terkait dengan layanan kesehatan. 

Berdasarkan berbagai pemikiran, pertimbangan, pemantauan dan asumsi 

sebagaimana diuraikan sebelumnya seperti di atas, diperlukan kajian untuk 

dijadikan penelitian tesis tentang Penanganan Pengaduan Layanan 

Kesehatan Oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. 

 

B. Rumusan Permasalahan  

Berdasarkan uraian pemikiran, pertimbangan, pemantauan dan asumsi 

sebagaimana diuraikan di latar belakang seperti yang sudah disebutkan 

sebelumnya, maka perlu dirumuskan masalah yang betujuan memudahkan 

membahas masalah. Masalah yang akan dibahas pada tesis ini yaitu:  

1. Bagaimanakah tindaklanjut dan tatacara penyelesaian pengaduan 

masyarakat yang terkait dengan layanan kesehatan oleh Ombudsman RI 

Perwakilan Sumatera Barat? 

2. Apakah kendala atau hambatan dalam penyelesaian pengaduan masyarakat 

yang terkait dengan layanan kesehatan oleh Ombudsman RI Perwakilan 

Sumatera Barat? 

3. Bagaimanakah upaya dalam menanggulangi kendala atau hambatan dalam 

penyelesaian pengaduan masyarakat yang terkait dengan layanan kesehatan 

oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui tindaklanjut dan tatacara penyelesaian 

pengaduan masyarakat yang terkait dengan layanan kesehatan oleh 

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui kendala atau hambatan dalam 

penyelesaian pengaduan masyarakat yang terkait dengan layanan kesehatan 

oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. 

3. Untuk menganalisisdan mengetahui upaya dalam menanggulangi kendala 

atau hambatan dalam penyelesaian pengaduan masyarakat yang terkait 

dengan layanan kesehatan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan secara 

teori dan praktis: 

1.  Manfaat Teoritis. 

a. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya ilmu 

hukum Kesehatan. 

b. Secara teoritis dapat menyumbangan pemikiran untuk perkembangan 

dunia hukum khususnya bagi hukum Kesehatan, tentang tindaklanjut 

dan tatacara penyelesaian pengaduan masyarakat yang terkait dengan 

layanan kesehatan oleh Ombudsman RI. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Diharapkan agar dapat menyumbangkan pemikiran tentang hukum 

Kesehatan, tentang tindak lanjut dan tatacara penyelesaian pengaduan 

masyarakat yang terkait dengan layanan kesehatan oleh Ombudsman RI 

b. Hasil penelitian ini di harapkan bisa berguna untuk warga masyarakat 

umum dalam bidang hukum Kesehatan tindaklanjut dan tatacara 

penyelesaian pengaduan masyarakat yang terkait dengan layanan 

kesehatan oleh Ombudsman RI 

c. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta para 

akademisi tentang pengetahuan dan pemahaman hukum Kesehatan. 

 

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis memiliki peran yang sangat penting dalam 

kerangka pengembangan ilmu hukum dan faktor-faktor penyebab 

tirnbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, dari hasil 

penelitian akan dapat di ketahui faktor penyebab dan bagaimana pemecahan 

dari masalah hukum yang di teliti. 12 

a. Teori Pelayanan Publik 

UU tentang Pelayanan Publik pada Pasal 1 Angka 1 dengan jelas 

bermakna pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan 

dalam memenuhi pelayanan sesuai dengan yang telah diamanatkan 

peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk 

 
12Soerjono S, 1987, Penelitian Hukum Sebagai Pengantar, Rinekacipta, Jakarta, hlm. 72 

https://app.spinner.id/spinner/web/user/bisa
https://app.spinner.id/spinner/web/user/berguna
https://app.spinner.id/spinner/web/user/untuk
https://app.spinner.id/spinner/web/user/warga
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atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang telah disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

B.Linois, pada buku etika publik mendefinisi pelayanan publik 

adalah segala kegiatan yang harus menjamin pemenuhannya, diatur 

serta dipantau pemerintah, karena dibutuhkan untuk mewujudkan 

perkembangan atas saling ketergantungan sosial, falsafah dan 

hakikatnya, akan sulit dijalankan jika tanpa adanya kekuatan dari 

pemerintah.13 

Pada dasarnya pelaksanaan pelayanan publik lepas dari 

masyarakat yang yang selalu butuh akan pelayanan, walaupun layanan 

publik tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya pengadmimisitrasian  

yang telah diatur oleh negara. Pelayanan publik merupakan semua 

pelaksanaan  pelayanan yang diselenggarakan oleh pelaksana layanan 

publik sebagai cara dalam memenuhi kebutuhan penerima pelayanan 

publik atau pelaksana peraturan dan perundangan.14 

 

b. Teori Pelayanan Kesehatan 

Hukum kesehatan merupakan hukum yang termasuk “lex 

specialis”, yang melindungi dengan khusus terhadap tugas profesi 

kesehatan (provider) yang dalam pelaksanaan program yankes atau 

pelayananan kesehatan manusia bertujuan mendeklarasikan “sehat 

untuk semua” dan melindungi secara khusus terhadap penggunan 

 
13Haryatmoko, 2011, Etika Publik, PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, hlm. 13 
14 Nina Rahmayanty, 2013,Manajemen Pelayanan Prima, PT Graha Ilmu,Yogyakarta,  

hlm.85 
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yankes dalam hal ini disebut dengan pasien “receiver” untuk 

mendapatkan yankes.15 Dengan sendirinya atau secara otomatis hukum 

kesehatan ini dapat mengatur hak serta kewajiban setiap penyelenggara 

atau pelaksana layanan dan penerima layanan, baik sebagai pasien 

(perorangan) atau secara kelompok dalam masyarakat.16 

Didalam anggaran dasar rumah tangga (AD/ART) Perhimpunan 

Hukum  Kesehatan   Indonesia mengatakan bahwa hukum   kesehatan 

merupakan segala ketentuan   hukum yang terkait secara langsung 

terhadap pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya 

serta hak dan kewajiban baik secara perorangan maupun kelompok 

masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan baik dari pihak 

penyelenggara layanan kesehatan dari semua sudut pandang organisasi, 

pedoman medis nasional atau internasional, hukum kesehatan di bidang 

kedokteran, yurisprudensi serta ilmu tentang kesehatan. Yang dimaksud 

dengan hukum kedokteran adalah merupakan bagian dari hukum 

kesehatan yang berhubungan  dengan pelayanan medis.17 

Pelayanan kesehatan (health care service) adalah merupakan hak 

setiap orang atau individu rakyat indonesia yang dijamin dalam UUD 

1945 untuk berupaya dalam meningkatkan derajat kesehatan individu, 

kelompok/masyarakat secara keseluruhan.18 

 
15 Cecep Triwibowo, 2014, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 16 
16 Soekidjo Notoatmodjo,2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.44. 
17 Sri Siswati, 2013, Perspektif Undang-Undang Kesehatan-Etika dan Hukum Kesehatan 

dalam,Rajawali,Jakarta, hlm. 21 
18 VeronicaKomalawati, 2002. Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, PT. 

Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77 
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Dalam UU kesehatan dinyatakan bahwa Penyelenggaraan suatu 

layanan kesehatan diselenggarakan atas dasar tanggungjawab yang 

aman, bermutu, serta merata dan tidak deskriminatif atau tidak melihat 

perbedan dari berbagai sudut seperti ras, agama, suku dan lain 

sebagainya. 

Pelayanan kesehatan juga bisa dikatakan suatu hal dari perbuatan 

hukum, yang dapat menyebabkan terjadinya hubungan hukum antara 

penyedia yankes seperti rumahsakit kepada penerima yankes, yang 

meliputi seluruh aktivitas yang profesional di dalam hal 

penyelenggaraan yankes secara pencegahan dan pengobatan untuk 

kepertluan penerima layanan atau klien. Pasal 29 Angka 1 huruf (b) UU 

No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit selanjutnya disebut UU Rumah 

Sakit bahwa rumah sakit berkewajiban membagikan yankes secara 

nyaman, bermutu, nondiskriminasi, efisien yang lebih mengutamakan 

kepentingan pasien ataupun penerima layanan sesuai dengan standar 

serta peraturan pelayanan di rumah sakit. Dasar hukum ataupun syarat 

dalam tiap aksi layanan kesehatan di rumah sakit harus 

melaksanakannya sesuai dengan UU Kesehatan Pasal 53 serta Pasal 54 

yang merupakan dasar dan syarat umum serta sesuai Pasal 29 Angka 1 

huruf( b) UU Rumah Sakit dalam melaksanakan layanan kesehatan yang 

bermutu. Penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit meliputi bermacam 

aspeknya terkait menjaga kesehatan.19 

 
19 Cecep Triwibowo, Loc. Cit 
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Suatu pelayanan kesehatan atau disingkat dengan yankes dapat 

dikatakan baik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut dalam 

pelaksanaannya:20 

1) Tersedia secara berkesinambungan atau terus menerus. 

2) Dapat diterima masyarakat 

3) Mudah dicapai, dari segi jarak ruang dan waktu  

4) Keterjangkauan dari segala segi  

5) Memiliki mutu yang baik atau berkualitas 

Berdasarkan hal tersebuit dapat disimpulkan bahwasanya hukum 

kesehatan adalah segala kelompok peraturan yang ditujukan untuk 

mengatur tentang perihal yang terkait layanan kesehatan. Sumber-

sumber atau dasar hukum kesehatan tidak hanya berpedoman kepada 

hukum tertulis (peraturan dan perundang-undangan), akan tetapi juga 

berpatokan pada yurisprudensi, pendapat ahli hukum, traktat, dan 

konsensus, serta para ahli ilmu kedokteran (termasuk doktrin) 

 

c. Teori   Perlindungan   Hukum 

Teori hukum alam atau aliran hukum alam adalah sumber awal dari 

Teori   perlindungan   hukum. Plato, Aristoteles, dan Zeno adalah 

pelopornya yang menyatakan bahwa hukum itu berasal dari Tuhan sang 

maha pencipta yang sifatnya  luas atau menyeluruh dan kekal, dan 

merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya  antara 

hukum dan moral. Hukum dan moral adalah pandangan serta yang 

 
20Mubarak, Wahid dan Cahyatin. 2009. Ilmu Kesehatan Masyarakat: Teori dan Aplikasi. 

Salemba Medika. Jakarta, hlm 25  
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mengatur dalam diri serta diluar terhadap kehidupan manusia terlihat 

melalui hukum dan moral menurut para penganut aliran ini.21 

Perlindungan hukum secara harfiah dapat dijelaskan yang 

mengakibatkan banyak timbulnya persepsi-persepsi. Perlindungan 

hukum dalam pengertian yang sebenarnya dalam ilmu hukum sebelum 

diurai lebih jauh, dapat diuraikan secara umum mengenai makna yang 

dapat ditimbulkan terhadap pemakaian istilah perlindungan hukum, 

yaitu perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang 

diberikan terhadap hukum supaya tidak diterjemahkan berbeda dan 

tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum dan bisa diartikan 

perlindungan yang diberikan oleh hukum.22  Perlindungan hukum yang 

diperuntukan untuk rakyat meliputi dua hal, yaitu: 

1) Perlindungan   hukum   preventif, yaitu sebuah bentuk perlindungan 

hukum yang diberikan kepada rakyat agar bisa mengajukan 

keberatan atas suatu keputusan pemerintah berubah menjadi bentuk 

yang definitif, 

2) Perlindungan   hukum   represif, adalah sebuah bentuk perlindungan 

hukum yang lebih ditujukan untuk penyelesian sengketa.23 

 

d. Teori Birokrasi Max Weber 

Ide-ide mengenai kekuasaan, dominasi, dan kewenangan 

merupakan dasar kerangka pemikiran Max Weber. Seorang pelaku 

 
21Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000, hlm 53 
22Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38 
23E.St. Harahap, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 2007.hlm. 854 
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didalam hubungan sosial akan diposisikan bisa melaksanakan kegiatan 

meskipun dengan adanya hambatan merupakan pernyataan Kekuasaan 

adalah probabilitas, hal ini merupakan pandangan dari Max Weber. 

Dalam pandangan Weber, disaat patuh itu dilaksanakan berdasarkan 

kepercayaan terhadap wewenang yang diberikan perintah disaat itulah 

kewenangan timbul. Kewenangan berdasar klaimnya atas legimitasi 

dapat dikategorikan menjadi tiga macam yaitu kewenangan tradisional 

yang dapat diartikan sebagai kekuasaan serta dominasi yang di berikan 

kepercayaan sudah ada semenjak dahulu atau dapat dikatakan tradisi 

yang sudah disucikan. selanjutnya kewenangan karismatik dan dominasi 

yang dilegimitasi oleh sang pemegang kewenangan yang merupakan 

karakterisitik kepemimpinan pribadi. Kewenanngan selanjutnya adalah 

kewenangan rasional yang sah yaitu merupakan kekuasaan serta  

dominasi yang kewenangannya diakui oleh aturan resmi dan hak bagi 

mereka yang telah mendapatkan kewenangan memerintah menurut 

peraturan. Kemudian pemimpin demokratik dalam mendorong 

pelembagaan sosial ekonomi maka birokrasi harus memberdayakan 

mereka. max Weber  menyebutkan karakteristik merupakan sebuah 

rujukan atau patokan dalam berbagai macam atau semua dari bentuk-

bentuk organisasi. Karakteristik-karaktekristik tersebut sangatlah 

penting dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan, semua birokrat 
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dalam penyelenggaraan pelayanan publik  harus mematuhi peraturan 

yang merupakan harga mati atau tidak bisa ditawar.24 

 

2. Kerangka Konseptual 

a. Ombudsman 

UU Ombudsman RI mendefenisikan tentang Ombudsman RI  adalah 

merupakan sebuah Lembaga Negara yang dilegitimasi untuk memantau  

pelaksanaan pelayanan publik, dilakukan oleh penyelenggara negara 

serta pemerintah termasuk yang diselenggarakan BUMN, BUMD, dan 

Badan Hukum Milik Negara dan juga Badan Swasta atau individu yang 

mendapatkan perintah dalam penyelenggaraan layanan publik, dengan 

semua dana atau separuh dananya didanai oleh APBN atau APBD. 

 

b. Maladministrasi 

Maladministrasi dapat diartikan secara umum merupakan perilaku 

perbuatan bertentangan dengan hukum dan pelanggaran etik terhadap 

suatu proses pengadministrasian pelayanan publik, yang mencakup 

penyelewengan kewewenangan dan jabatan, kesalahan pengambilan 

keputusan serta tindakan, mengabaikan kewajiban secara hukum, 

tindakan diskriminatif, melakukan penundaan yang berlarut-larut, 

 
24 Yulizar D Sanrego Nz dan Reza Muhammad, Analisa Perbandingan Model Birokrasi 

Indonesia: Model Modern David Osborne, Ted Gaebler dan Pendekatan Konsep Islam Perspektif 

Umer Chapra, Jurnal al-Muzara’ah, Vol. I, No. 1, 2013 
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meminta imbalan atas pelayanan yang dilakukan, dan sebagainya yang 

dapat dinilai atas sekualitasnya atas kesalahan tersebut.25 

UU Ombudsman RI Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa perilaku 

perbuatan bertentangan dengan  hukum, melewati wewenangan yang 

diterima, kewenangan digunakan untuk tujuan diluar dari wewenang 

tersebut, juga kelalaian atau mengabaikan kewajiban hukum seperti 

yang tercantum dalam 28 penyelenggaraan pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh pnegara dan pemerintah, serta individu yang 

membantu pemerintah dalam memberikan layanan publik yang dapat 

menimbulkan kerugian materil atau imateril terhadap masyarakat dan 

perorangan, hal tersebut diatas adalah merupakan sebuah 

Maladministrasi. 

Penyebutan istilah Maladministrasi secara garis besar tidak dapat 

ditemukan di dalam UU tentang Pelayanan Publik, hanya ada 

pernyataan yang menyebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik 

harus melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak 

diperbolehkan untuk melanggar larangan-larangan atau standar 

pelayanan, pelaksana layanan publik harus dapat diberikan pelayanan 

menurut standar pelayanan yang sudah disahkan. Sedangkan di dalam 

pasal atau bagian lain ditetapkan bahwa dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:26 

1) Nondiskriminatif serta Adil 

 
25 Taufiqurokhman, 2015, Optimalisasi Investigasi Maladministrasi Ombudsman Guna 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. 

Dr. Moestopo Beragama, Jakarta Pusat, hlm.129 
26Ibid, hlm. 131  
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2) Cermat  

3) Sopan santun serta ramah dalam memberikan layanan 

4) Memberikan putusan yang tidak berlarut-larut, tegas, lugas dan 

andal 

5) Profesional  

6) Dalam memberikan layanan ke masyarakat, tidak mempersulit 

urusan 

7) Mematuhi perintah atasan yang sah secara wajar  

8) Menjaga nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi pelaksana  

9) Menjaga kerahasiaan informasi serta dokumen yang seharusnya 

dirahasiakan sesuai dengan yang diamanatkan peraturan dan 

perundangan.  

10) Sifat Keterbukaan dan dapat mengambil langkah yang tepat untuk 

menghindari konflik kepentingan  

11) Sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik yang telah ada 

tidak disalahgunakan. 

12) Memberikan informasi yang benar terhadap kepentingan 

masyarakat jika diperlukan. 

13) Informasi, jabatan, dan kewenangan yang dimiliki tidak 

disalahgunakan. 

14) Kepatutan, kepantasan serta kewajaran yang sesuai. 

15) Mengikuti prosedur 
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c. Pelayanan Publik 

UU Pelayanan Publik pada Pasal 1 Angka 1 bahwa layanan 

masyarakat ialah suatu rangkaian aksi untuk memenuhi yang 

dibutuhkan pelayanan berdasarkan peraturan-perundangan untuk warga 

negara Republik Indonesia terhadap barang, jasa, serta administrasi 

yang telah disediakan oleh pelaksana pelayanan publik. 

 

d. Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap rakyat tercantum 

didalam UUD1945, melakukan upaya peningkatan derjat kesehatan 

secara perorangan  maupun masyarakat secara umum.27 

Pasal 52 Angka (1) UUKesehatan, menyebutkan bahwa pelayanan 

kesehatan secara umum terbagi atas dua sebagai berikut: 

1) Pelayanan kesehatan perorangan. 

Yaitu pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh individu secara 

mandiri, keluarga dan masyarakat dengan tujuan memberikan 

pengobatan atas penyakit serta pemulihan kesehatan perorangan dan 

keluarga. Pelayanan Kesehatan persorangan ini dilaksanakan di 

fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik-

klinik, praktik mandiri. 

2) Pelayanan kesehatan masyarakat (public health service) 

Pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh 

kelompok masyarakat dengan tujuan menjaga serta meningkatkan 

 
27 VeronicaKomalawati, 2002. Peranan  Informed   Consent   dalam   Transaksi Terapeutik, 

PT.  Citra   Aditya   Bakti, Bandung, hlm. 77 
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status kesehatan yang berpatokan kepada tindakan-tindakan seperti 

pendidikan kesehatan dan pencegahan. Usaha dalam pelayanan 

masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dipusat kesmas seperti 

puskesmas.28 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang merupakan penelitian kualitatif , penelitian sebagai 

prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang didefenisikan sebagai 

suatu tradisi tertentu dalam social science yang tergantung kepada 

pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri serta terkait orang-orang 

dalam bahasa dan dalam peristilahannya. 

 

2. Metode Pendekatan 

Metode Pendekatan yangd diugunakan adalah yuridis sosiologis 

(socio legal approach) ialah suatu ilmu yang meninjau hukum yang 

merupakan fakta sosial yang biasa ditemui dalam pengalaman sebagai 

perilaku dalam perwujudan pranata sosial, kajian tentang hukum yang 

membuat konsep dan teoari hukum sebagai gejala sosial yang positif dan 

empiris.29 

 

 
28Veronika komalawati. Op,Cit. hlm. 77 

29 Soetandyo Wingnjosoebroto, 2007, Hukum Paradigma, Metode Penelitian dan 

Dinamika Masalah, Elsam dan Huma, Jakarta, hlm 183 
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3. Lokasi Penelitian 

Untuk mempersempit ruang lingkup dan lebih mempertajam permasalahan 

dari penelitian ini, maka dalam menetapkan lokasi penelitian adalah 

merupakan sesuatu perihal yang sangat penting. Oleh sebab tersebut 

Penelitian dilakukan di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. 

 

4. Sumber   Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder yaitu: 

a. Data Primer 

Peraturan serta perundangan mengenai pelayanan publik, pelayanan 

kesehatan, Ombudsman RI, laporan tahunan, modul-modul, makalah 

dan hasil penelitian lainnya sebagai bahan perbandingan studi. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder yangdidapatkan dari hasil wawancara terhadap informan 

yaitu assisten Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat 

 

5. Teknik  Pengumpulan   Data 

a. Studi Dokumen 

Studi dokumen untuk penelitian ini meliputi: Peraturan dan 

perundang-undangan mengenai pelayanan publik, pelayanan 

kesehatan, Ombudsman RI, modul-modul, makalah dan hasil 

penelitian lainnya sebagai bahan perbandingan studi. 

b. Wawancara (Interview) 
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Wawancara dilakukan kepada informan yang telah dipilih, yaitu 

asisten Ombudsman RI Sumatera Barat 

 

6. Teknik Pengolahan dan Analisis data 

Pengumpulan data untuk penelitian akan dilaksanakan dengan 

teknik atau metode: mewawancarai personal yang dianggap  berhubungan 

dengan objek penelitian,seperti Asisten Ombudsman RI Sumatera Barat. 

Dari data-data yang telah dikumpulkan, data yang berkaitan terlebih 

dahulu dilakukan pemilihan dengan permasalahan yang akan dilakukan 

penelitian yang selanjutnya dituangkan kedalam bentuk yang masuk akal 

atau disebut logis serta sistematis, yang kemudian diperoleh data-data 

yang terstruktur. Dalam melakukan analisa data yang telah didapatkan 

selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, menganalisa terhadap data-

data sehingga data tersusun secara sistematik berdasarkan peraturan dan 

perundangan, pendapat dari para ahli dan hasil dari penelitian penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


